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ABSTRAK

Fungsi Bappeda  Dalam  Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Jalan Desa Menurut Figh Siyasah (Studi Di
Kabupaten Lahat). Oleh: Yolanda Rama Destiani, NIM:
1811150002. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA Pembimbing
II: Ifansyah Putra, M.Sos

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) memiliki
peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena
lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan
pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya, tetapi masih banyak kendala yang menghambat
Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti adanya data yang
kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan
adanya tumpang tindih dari dana desa. Untuk menguraikan
persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti
menggunakan metode penelitian lapangan jenis penelitian
lapangan (field research) disebut juga penelitian yuridis empiris
yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat
serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif.
Dari  hasil  penelitian  ini  disimpulkan  bahwa: 1.
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat berjalan
sebagaimana fungsinya dimana BAPPEDA sebagai membantu
Bupati terkait proses perencanaan pembangunan daerah salah
satunya termasuk infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat. namun
dalam prakteknya terdapat kendala yang menghambat
Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti adanya data yang kurang
valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya
tumpang tindih dari dana desa. 2. Pandangan figh siyasah
pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya
mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Maka
konsep pembangunan dalam figh siyasah merupakan sebagai
usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk
mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Konsep pembangunan
dalam figh siyasah bersifat menyeluruh.

Kata Kunci : Infrastruktur, Jalan, BAPPEDA, Figh Siyasah.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan
keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan
menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya.
Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah
dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis
pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan
menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh pemerintah
daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka
diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan
memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai
tujuan tersebut.! Dalam menjalankan pembangunan daerah
tersebut pemerintah daerah tidak sendirian ataupun
menyelesaikan pembangunan tersebut yang mana pemerintah
daerah tersebut di bantu oleh lembaga atau badan yang
memegang peran dalam bidang perencanaan pembangunan
daerah yaitu BAPPEDA.

BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang
penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang
dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris daerah,
begitu pula Walikota/Bupati yang melalui sekretaris daerah.
Badan ini mempunyai tugas pokok = membantu
Gubernur/Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan
kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi
dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah
melaksanakan =~ pembangunan, khususnya di  bidang

! Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
1



pemerintahan.2 Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki
peran penting terhadap kemashalatan Masyarakat daerah
karena pemerintah merupakan elemen dasar dalam
terbentuknya sistem dan tatakelola daerah, contohnya
pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek
penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan
nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting
sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini
mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara
tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti
transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena
itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari
pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dalam kehidupan sehari-hari jalan merupakan urat nadi
kelancaran dan kelangsungan lalulintas darat. Bagus dan
Lancarnya suatu jalan sangat menunjang dan memudahkan
segala urusan di masyarakat suatu daerah. Jalan juga berfungsi
untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya
sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan wutama bagi
masyarakat yang tidak terelakan lagi. Selain itu jalan dapat
meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi
bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keamana dan
lain sebagainya.

Maju mundurnya suatu daerah bisa dikatakan sangat
tergantung pada baik tidaknya sistem transportasi
salahsatunya jalan, jembatan dan penunjang lainya. Kerusakan
pada jalan dan jembatan berpengaruh pada kemashlatan
masyarakat. Melihat gambaran tersebut, dengan membangun
atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau
memperbaiki kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Informasi yang Penulis dapatkan pada saat
pra penelitian, penulis melihat adanya implementasi
pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik,
itu dapat dilihat pada kondisi infrastruktur jalan yang masih

*https://wikipedia.com, penjelasan tentang lembaga Bappeda, (diakses pada
tanggal 29 Juli 2021.



https://wikipedia.com/

belum maksimal khususnya pada daerah-daerah terpencil
seperti salah satunya Kabupaten Lahat, sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Nama-Nama Infrastruktur Jalan Yang Tidak
Terealisasi Dengan Baik di Kabupaten Lahat

No. Jalan

1. | Simpang Bengkurat sampai Bungamas Kikim Timur,
Sepanjang 17 kilometer

2. | Bungamas - Marga Mulia di Kikim Timur, Sepanjang 19
Kilometer

3. Jalan Tanjung Aur di Kikim Tengah - Sukamerindu,
kelura wonorejo Kikim Barat sepanjang 17 km.

4. | Tanjung Aur - Melalui Pagar Jati- Najungan, Kikim
Selatan sepanjang 17 Kilometer

5. | Muara Danau, kikim timur - lubuk Mabar - Talang
Tinggi, Speksu sepanjang 14 Kilometer

6. Gunung Kerto, kikim timur - Lubuk enam bulan,
sampai pagar jati kikim selatan

7. Simpang Dumir - Sukaramim sepanjang 14 km.

8. | Paduraksa ke Seronggo Kikim Timur

9. | Muara cawing - Dusun 4 Lubuk Atung

(Sumber : Pembina Presedium Pemekaran Kikim Area)

Infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat saat ini baru
akan dilaksanakan setelah puluhan tahun. Maka dari itu
penulis mengambil konsentrasi kepada implementasi program
pembangunan infrastruktur pada jalan yang layak di
Kabupaten Lahat, yaitu adanya keterhambatan pembangunan
sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat ini
tidak terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan mengenai pembangunan
infrastruktur Jalan yang termuat dalam beberapa peraturan
hukum yang mana penguasaan infrastruktur berupa jalan dan
jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau
diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan
kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau



penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan

tidak melepas tanggung jawab pemerintah.

Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan
dan jembatan dipisahkan berdasarkan kewenangannya
sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu :

1. Pada pasal 14 ayat (1) Wewenang Pemerintah dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

2. Pasal 15 ayat (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
provinsi.

3. Pasal 16 ayat (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kabupaten dan jalan desa.

4. Pasal 16 ayat (2) Wewenang pemerintah kota dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kota).

Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan
kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan
segala bangunan fisik yang membawa perubahan bagi
masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu
fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan
membawa dampak besar bagi masyarakat dan akan merugikan
manusia serta mahluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan
Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’: 58, yang berbunyi :

152885 o A G Sa8a 1) Wl L) s 185 of R0 AT G
| o Ui G a1 & Ty oKhing s i ) 3T,

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya



kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi
Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan
untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya. Begitu pula dengan prinsip pembangun
infrastruktur jalan tersebut yang mana masyarakat Desa di
Kabupaten Lahat tersebut berhak menerima hal yang baik bagi
kelangsungan dan kemashlatan umat. Sebagaimana Ibnu Aqil
berpendapat mengenai Figh Siyasah adalah perbuatan yang
membawa manusia lebih dekat pada  kemashalatan
(kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah
(keburukan/kemerosotan).?

Berdasarkan Q.S An-nisa ayat 58 dan UU No. 38 tahun
2004 tentang jalan memiliki relevansi yang sama pada sistem
kepemimpinan dan pemerintahan yakni mengenai tanggung
jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah maupun
pemerintah kabupaten kota. Implementasi dari tugas dan
fungsi pemerintah dalam membangun daerah merupakan
suatu kepentingan bagi kemaslahatan masyarakat banyak.
Oleh sebab itu, pembangunan daerah yang termasuk juga
didalamnya pembangunan jalan harus dengan prinsip
pemerataan dan keadilan, tidak seperti pada jalan di Desa
Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat yang penulis temui.
Hal ini terjadi karena banyak faktor, bisa terjadi karena faktor
regulasi dalam birokrasi, seperti halnya tugas dan fungsi
pemerintah yang belum maksimal maupun faktor lainnya.

Berangkat dari uraian tersebut, maka disini penulis
mencoba membahas tentang “Fungsi Bappeda Dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa
Menurut Figh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)”, dengan itu
ketertarikan penulis untuk mengangkat judul ini dengan
melihat fenomena yang terjadi pada Desa Seronggo Kikim
Timur Kabupaten Lahat khususnya dalam pembangunan
infrastruktur jalan.

*Abd. Hamid Al-Ghazali, Meretas Jalan Kebangkitan, (Cet. Il Jakarya : Era
Intermedia, 2001), h. 187.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis
menarik beberapa rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi fungsi BAPPEDA dalam
Perencanaan Pembangun infrastruktur jalan di Kabupaten
Lahat?

2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap fungsi BAPPEDA
dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di
Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Mengkaji bagaimana implementasi fungsi BAPPEDA dalam
perencanaan  Pembangunan Infrastruktur Jalan di
Kabupaten Lahat.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap
fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan
infrasktuktur jalan di Kabupaten Lahat.

D. Kegunaan Penelitian
Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang
menjadi kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis
dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan
pengetahuan penulis, serta menerapkan teori-teori ke dalam
praktek yang penulis peroleh selama kuliah sebagai media
latihan untuk mengembangkan pengetahuan dalam proses
penulisan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan
dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru
terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi
BAPPEDA  terhadap pembangunan  perencanaan
infrastruktur jalan menurut figh siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan

dari penelitian ini adalah:
a. Hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan pikiran
bagi pelaksana pemerintah daerah khususnya mengenai



fungsi BAPPEDA terhadap pembangunan dan

perencanaan infrastruktur jalan tinjauan dari figh siyasah.

b. Bagi penulis sendiri, penelitian diharapkan dapat
menambah pengetahuan dan pengalaman dalam
melakukan penelitian dan penyusunan proposal
penelitian skripsi.

c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana
hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu tentang Fungsi

Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Desa Menurut Figh Siyasah Studi Kabupaten Lahat Yang Mana

Yang Menjadi Acuan Dalam Penelitian Yaitu :

1. Heryanti, Skripsi berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Tentang
Pelaksanaan  Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan
Pembangunan (Studi Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah). skripsi ini
membahas mengenai urgensi Bappeda dalam perencanaan
pembangunan yang berada pada Kabupaten Lampung
Barat, menegenai proses perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh Bappeda kabupaten lampung sebagai
refresentasi kementerian perencanaan pembangunan
nasional republik Indonesia Bappenas dan Bappeda juga
bertugas untuk membantu bupate dalam menentukan arah
dan kebijakan dalam perencanaan daerah. Proses yang
dilalui bappeda kabupaten Lampung Barat dalam
mengambil kebijakan ialah dengan melakukan musyawara
baik ditinggkan desa, kelurahan mapun kecamatan.
Bappeda kabupaten lampung barat berdasarkan telah
menjalankannya tugasnya dengan baik berdasarkan
keputusan presiden No. 27 tahun 1980.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi diatas ialah
sama-sama menjadikan Bappeda sebagai obje penelitian,
sama-sama membahas tentang perencanaan pembagunan
daerah sama-sama menjadikan petugas Bappeda menjadi



informan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi diatas
pada waktu dan tempat yang berbeda, jika skripsi diatas
berfokus pada perencanaan pembagunan daerah secara
menyeluruh dan ditinjauh dari perspektif figh siyasah secara
general, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada
perencanaan dan pembangunan infastruktur jalan dan
implemtasi fungsi Bappeda serta ditinjau dari figh siyasah
dan lebih berfokus pada siyasah tanfiziah*.

2. Andryansyah, Skripsi berjudul “Fungsi Bappeda Dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang
Perencanan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Irigasi
Tahun 2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar”, Provinsi
Nusa Tenggara Barat) Skripsi Jurusan, Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd”
Yogyakarta 2016. Penelitian Ini Menggunakan Metode
Diskriptif Kualitatif, Penelitian Ini Melibatkan Aparatur
Bappeda Dan Perwakilan Skpd Dengan
Narasumber/Informan Berjumlah 10 Orang. Pengumpulan
Data Dalam Penelitian Ini Menggunakan Teknik Observasi,
Wawancara, Dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis
Data Menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif. Tulisan
tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada fokus
penelitian yang mana penelitian yang penulis kaji
merupakan s sebuah penelitian hukum dan mengkaji
tentang berjalannya suatu peraturan hukum.>

3. Nur Afni Octavi, Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Daerah
Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-
Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah
Syariah)” Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah
Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros
Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Persfektif
Siyasah Syariah). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui

“*Heryanti, H, Tinjauan Figh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda
Dalam Perencanaan Pembangunan, (Studi Kabupaten Lampung Barat). (Undergraduate
thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

*Andryansyah, Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
(Studi tentang Perencanan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan lrigasi tahun 2011-
2015 Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Yogyakarta, 2016.



bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan poros
Sabbang-Rongkong; Untuk menjelaskan faktor-faktor
penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros
Sabbang- Rongkong; Untuk mengetahui peran pemerintah
daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan
persfektif siyasah syariah. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. Adapun
sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer
dan data sekunder, dengan menggunakan metode
pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara, dan
Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengangaran merupakan kebijakan yang dilakukan
pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah. Perbedaan terletak pada
penulisan yang mana penelitian yang akan penulis buat
akan mengkaji tentang persfektif figh siyasah terhadap
Fungsi BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur jalan
di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.®

4. Mulyana dan Manuel Pieter Stenly Arfayan, Jurnal berjudul
“Efektivitas Peran  Bappeda Dalam  Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka
Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire
Provinsi Papua” Jurnal ini membahas Pasar Sore Tapioka
merupakan sektor perekonomian yang memiliki kondisi
fisik atau infrastruktur dengan kategori buruk. Kondisi
bangunan seperti ini membuat masyarakat membutuhkan
sentuhan pemerintah untuk membangun pasar tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan
pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka
Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui ~wawancara,
observasi, dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan

® Nur Afni Octavi, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur
Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah)”,
Institut Islam Negeri Palopo, 2020.
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pada teknik purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Bappeda dalam
Perencanaan Pembangunan belum efektif. Sesuai dengan
indikator teori efektivitas, dimana masih belum
maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait untuk
melaksanakan pembangunan di Pasar Sore Tapioka.
Kemudian, masyarakat pelaku ekonomi juga merasa belum
puas dengan pembangunan pasar tersebut yang kurang
memadai, hal ini disebabkan karena Pasar Sore Tapioka
belum memiliki data teknis atau sertifikat tanah yang jelas.
Adapun perbedaan permasalahan penulis teliti yakni
tentang  fungsi BAPPEDA  dalam  pembangunan
Infrastruktur jalan yang ditinjau menurut figh Siyasah.”
F. METODE PENELITIAN
Peneliti akan mengkaji bagaimana Fungsi BAPPEDA
dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan Desa
Seronggo menurut Figh Siyasah dengan studi yang terjadi di
Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
1. Jenis Penelitian
Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis
penelitian lapangan (field research) yaitu “penelitian yang
langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.”$
Proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan
yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang
berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara
rasional, sistematis, dan teoritis. Dalam hal ini penelitian
dilakukan pada pegawai yang bekerja di Bappeda
Kabupaten Lahat.
2. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan mulai dilakukan setelah peneliti
berhasil mengikuti ujian seminar proposal. Kisaran waktu
penelitian yaitu, Febuari s/d Maret 2022. Lokasi Penelitian

"Mulyana dan Manuel Pieter Stenly Arfayan, “Efektivitas Peran Bappeda Dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini
Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua”, Jurnal Iimiah Wahana Bhakti Praja,
Vol. 11, No. 1, Mei 2021.

8|gbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya (Bogor : Ghalia
Indonesia, 2002), h. 11.
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adalah Kabupaten Lahat di Desa Seronggo Kecamatan
Kikim Timur Kababupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
Alasan peneliti melakukan penelitian di karenakan
Kabupaten Lahat, jumlah jalan rusak yang terbanyak dan
terparah adalah di Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab.
Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Subjek/Informan Penelitian
Dalam Penelitian ini penentuan informan dilakukan
dengan metode purposive sampling, sehingga informannya ialah
informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan
ditentukan langsung oleh peneliti. Oleh karena itu
informannya adalah pejabat yang melakukan tugas untuk
melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan
untuk mengetahui bagimana proses serta fungsi badan
perencanan dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih
banyak mengalami kerusukan, penelitian ini juga akan
menjadikan masyarakat sebagai informan untuk mengetahui
pandangan masyarakat terkait jalan yang rusak sebagai
pengguna jalan, dan penelitian ini juga menjadikan kepala desa
sebagai informan untuk mengetahui apa kendala serta masalah
yang dihadapi sehingga jalan banyak yang rusak. Sehingga
informan penelitian sebagai berikut:

a. Pejabat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
adalah pejabat yang melakukan tugas untuk melakukan
perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk
mengetahui bagimana proses serta fungsi badan
perencanan dan pembangunan infrastruktur jalan yang
masih banyak mengalami kerusukan

b. Staff Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk mengetahui bagimana proses serta fungsi badan
perencanan dan pembangunan infrastruktur jalan yang
masih banyak mengalami kerusukan, sehingga dijadikan
informan.

c. Kepala Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui apa kendala
serta masalah yang dihadapi sehingga jalan banyak yang
rusak, sehingga dijadikan informan.
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d. Warga Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
Provinsi Sumatera Selatan yang selaku di tuakan di desa
tersebut seperti tokoh masyarakat, pemangku adat dan
tokoh agama.

- Tokoh masyarakat dijadikan informan sebab tokoh
masyarkat ini adalah salah satu pengguna aktif jalan
yang rusak, selain itu tokoh masyarakat ini sebagai
seseorang yang dapat membuat laporan untuk diajukan
ke pemerintah setemapat terhadap keluhan masyarakat.

- Pemangku adat dijadikan informan karena rumah
pemangku ada berada dekat dengan jalan rusak dan
rumah pemangku adat ini sering dijadikan tempat untuk
menyelamatkan korban kecelakaan dijalan rusak
tersebut.

- Tokoh agama dijadikan informan oleh karena tokoh
agama sebagai salah satu korban akibat jalan rusak.
Selain itu tokoh agama adalah orang yang cukup di
hormati, sehingga tokoh agama sering dimintai
pendapat mengenai jalan yang rusak sebagai
pertimbangan oleh pemerintah setempat dalam laporan
yang di buat oleh tokoh masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung

dari lapangan atau langsung saat melakukan penelitian.
Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang
terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui
perantara. Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data
primer adalah pegawai Bappeda, Kepala Desa Seronggo
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, serta warga
Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang
selaku yang di tuakan di desa tersebut seperti tokoh
masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung
data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat
berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau
buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta
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informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti
contohnya dalam penelitian ini yaitu Peraturan
Pemerintahan Daerah,Undang Undang Nomor 38 Tahun
2004 Tentang Jalan serta, Peraturan yang terkait dengan Figh
Siyasah atau Hukum Islam.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang
dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau
memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data
yang valid dan relevan dalam peneliti ini, maka peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1) Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua
orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang
digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap
informan atau responden. Peneliti menggunakan
handphone dengan aplikasi voice recorder untuk merekam
hasil wawancara responden dan peneliti juga
menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk
menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden.
Responden diminta untuk memberikan informasi dalam
bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan,
sikap, dan lainnya.

Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur).
Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada
daftar pertanyaan yang telah disediakan. Dalam kegiatan
penelitian penulis mewawancarai beberapa sumber yaitu
Ibu Yulia Anisa, SE.,, MM (Penjabat Fungsional Analis
Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lahat) sebagai Lembaga
yang berwenang menangani mengenai perencanaan dan
pembangunan infrastruktur, Bapak Andi Agusman Jaya, S.
AP (Selaku Kepala Desa Seronggo Kikim Timur
Kabupaten Lahat) karena jalan yang rusak berada dibawah
wilayah kepemimpinan kepala desa Kikim serta warga
Desa Kikim yang selaku yang di tuakan di desa tersebut
seperti tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh
agama sebagai pihak yang mersakan dampak langsung
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terkait infrastruktur jalan yang rusak. Wawancara ini
dilakukan dengan metode purposive samping.

Metode Purposive sampling adalah teknik pengambian
sampel dari populasi penelitian yang didasarkan atas ciri-
ciri dan suatu karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan
peneitian yang dihendaki oleh peneliti. Dengan teknik ini
peneliti menunjuk langsung siapa yang akan menjadi
sampel dalam penelitiannya, tetapi pemiihannya
didasarkan pada tujuan spesifik dari penelitian yang
dilakukan.  Peneliti ~mempertimbangkan kesesuaian
masalah dengan individu yang dipilih. Pemilihan individu
yang dijadikan sampel ini didasarkan pada pengetahuan
dan informasi yang diperoleh peneliti tentang individu
yang ditunjuk tersebut®.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data
dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari
dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan
dengan obyek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti
menggunakan handphone dalam rangka menguatkan
data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi
peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen

yang penting untuk mendukung data penelitian.

5. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif,
yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan
hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut,
selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga
selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut
diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila
berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-
ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima,
maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.
G. Sistematika Penulisan

® Musfiqon. Panduan Lengkap..., h.96
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Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab
dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
Membahas tentang Latar belakang masalah, Rumusan
masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian
terdahulu, Metode penelitin dan Sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN TEORI
Membahas  tentang: Tinjauan Umum tentang
Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Daerah, pemerintah
daerah, Pelaksanaan Tugas Fungsi BAPPEDA dan Tinjauan
Figh Siyasah..
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.
Menjelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten
Lahat, Keadaan sosial penduduk, Profil kecamatan kikim dan
jalan rusak dan profil BAPPEDA Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan.
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN
Membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan
jawaban atas rumusan masalah yaitu: implementasi fungsi
BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
jalan di Kabupaten Lahat dan tinjauan figh siyasah terhadap
fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan
infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat yang penulis jelaskan
secara ilmiah dan sistematis.
BAB V PENUTUP
Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah proses continue, yang terdiri dari
keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan
sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan
tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan
pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada
suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta
dievaluasi. = Banyak  pendapat  tentang  perncanaan
pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh
Sondang P Siagian. Menurutnya perencanaan adalah
keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari
hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam
rangka yang telah ditentukan.1?

Sementara itu menurut Pariata Westra dalam
bukunya Ensklopedia Administrasi, perencanaan adalah:!!

“Aktivitas pokok dalam manajemen yang
menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara
mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang
telah  ditentukan. Perkerjaaan perencanaan ini
merupakan salah satu fungsi manajer, disamping fungsi-
fungsi pokok lainnya, yaitu penggerakan dan
pengontrolan.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M. Ketz, dalam
bukunya Sistem Approach to Development Administration, yang
dikutip Bintaro

Tjokroamidjojo, bahwa perencanaan merupakan suatu
hal yang sangat penting, yaitu :12

19 Sondang P Siagian. Administrasi Pembangunan, (Jakarta : Gunung Agung,
1983), Cetakan 10, h. 18.

! Westra, Pariata. Ensklopedia Administrasi. (Jakarta : Gunung Agung, 1982),
h. 26.
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1. Dengan adanya perencanaan diharapakan terdapatnya
suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi
pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada
pencapaian tujuan pembangunan.

2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan
terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui.
Perkiraan  dilakukan =~ mengenai potensi-potensi dan
prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai
hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin
dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya
ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih
berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (the best
alternative) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara
yang terbaik (the best combinasition).

4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas,
memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan,
sasaran maupun kegiatan usahanya.

5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur
atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan
Mahalli adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian
sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki
rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a)
meningkatkan efesiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan
peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau
memperluas  pilihan-pilihan ~ untuk  menuju  tingkat
kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga
masyarakat.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan
tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan
Tjokroamidojo, yang selengkapnya sebagai berikut:

“Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada
dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara

2" Tjokroamidjojo, Bintaro, Perencanaan Pembangunan, (Jakarta : Haji
Masagung, 1987), h. 17.
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sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai
dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang
dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang
kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta
rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.”13

Memperhatikan pendapat di atas dapat ditarik

pengertian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang
menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiranpemikiran
kedepan secara matang yang mewujudkan pengambil
keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-
tindakan terhadap pencapaian tujuan tersebut dilakukan satu
himpunan pengambilan keputusan.

Dari definisi yang telah diberikan di atas terlihat

adanaya berbagai elemen dalam perencanaan yang perlu
diuraikan lebih lanjut antara lain :1

1.

Merencanakan berarti memilih Menunjukkan bahwa dalam
melakukan perencanaan, para pengambil keputusan harus
mampu melakukan suatu pilihan, karena tidak semua
kebijakan dapat dilakukan secara sekaligus.
a. Memilih berbagai alternatif tujuan agar terdapat
kondisi yang lebih baik.
b. Memilih cara/kegiatan untuk mencapai
tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan
sumber daya. Perencanaan harus dapat memutuskan
agar berbagai potensi sumber daya yang ada (SDA, SDM,
dan Modal) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh
karenanya jumlah dan mutu berbagai sumber daya ini
menjadi sangat penting dalam proses menetukan berbagai
tindakan. Di lain pihak, sumber daya terbatas sehingga
perlu dilakukan pengalokasian sumber daya  sebaik
mungkin. Konsekuensinyapengumpulan dan analisis

3 Tjokroamidjojo, Bintaro, Perencanaan Pembangunan..., h. 18.
4 Tjokroamidjojo, Bintaro, Perencanaan Pembangunan..., h. 19.
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data dan informasi mengenai ketersedian sumber daya
yang ada menjadi sangat penting.!>

3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai

tujuan/sasaran. Hal ini memunculkan masalah lain
mengenai bentuk dan tujuan yang ingin dicapai serta
proses memformulisasikan tujuan/goal tersebut beberapa
masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan tersebut
antara lain:
a. Tujuan tidak terdifinisikan dengan baik
b. Tujuan tidak realistis
c. Perencanaan cenderung mencapai lebih dari satu
tujaan, dan kadang-kadang tujuan tidak konsisten satu
sama lain
d. Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan
pengambilan keputusan lain.

4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan
datang, sehingga sangat berkaitan dengan masalah ketidak
pastian implikasinya perencanaan sangat berkaitan dengan
kegiatan.

a. Proyeksi/pridiksi mengenai apa yang akan terjadi
dimasa datang

b. Penjadwalan kegiatan, dan

c. Monitoring dan Evaluasi.'®

5. Perencanaan sebagai suatu proses Perkembangan
perencanaan pada dasarnya juga merupakan suatu proses.
Dengan demikian terlihat bahwa orientasi perencanaanpun
selalu berubah dari waktu ke waktu. Beberapa perubahan
yang dapat didifinisikan :

a. Perubahan kesadaran akan perlunya perencanaan Dulu
perencanaan dilakukan setelahada masalah, sedangkan
perencanaan dilakukan untuk mencegah kegagalan di
masa mendatang. Dengan demikian dibutuhkan berbagai
forecasting yang tekhniknya terus berkembang dari
waktu ke waktu.

> Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, (Jakarta : Gunung Agung,
1983), Cetakan 10, h. 38.
16 sondang P Siagian, Administrasi, ...h. 39
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b. Perubahan metode Dulu bentuk perencanaan lebih
tertutup dan terpisah satu sama lain. Dengan
demikian terdapat berbagi perencanaan yang terpisah
satu sama lin, sekarang hubungan berbagai faktor
ekonomi integritas dari berbagai bagian tertutup dari
kebijakan ekonomi.

c. Tujuan intervensi lebih luas Dulu tujuan dari
perencanaan adalah  untuk  “menyembuhkan”
permasalahan  (negatify yang muncul. Sekarang
perencanaan digunakan untuk menyesuiakan diri dari
proses ekonomi. Perrencanaan menjadi kegiatan normal
pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan dalam
proses produktif.l”

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara
umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus
menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan
norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan,
para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti
halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan
berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu
dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.
Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa
pembangunan  merupakan proses untuk melakukan
perubahan.

Sondang P Siagian mendefinisikan Pembangunan yaitu :
“Suatu usaha atau rangkaian wusaha pertumbuhan dan
perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas
dalam rangka pembinaan bangsa (natton building)”.
Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan
untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk,
sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk
kebutuhan  secara  layak, bahkan mampu memenuhi
peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta
sesuai ilmu tekhnologi dan tekhnik yang semakin maju.
Apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat

7 Sondang P Siagian, Administrasi, ...h. 40.
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beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana
dikemukakan oleh Sondang P Siagian.!8
Pembangunan (development) adalah proses perubahan
yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi,
infrastruktur, = pertahanan, pendidikan dan teknologi,
kelembagaan, dan  budaya. Portes mendefinisiskan
pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan
budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson
bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai
transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja
melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka
selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan
sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan
secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar
skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor
keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan
pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat
perhatian, yaitu :
a. Permasalahan dan potensi yang ada;
b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai;
c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut;
d. Penerjemahan rencanan kedalam bentuk program yang
nyata;
e. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana
telah diuraikan di atas, merupakan pengertian perencanaan
pembangunan secara umum. Dalam kaitannya dengan
penelitian ini perencanaan pembangunan yang dimaksudkan
adalah perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan

18 Sondang P Siagian, Administrasi, ... h. 25
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pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah
Daerah, Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam
arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan
yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah
Daerah, Pusat maupun masyarakat.

Pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi
yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara
terencana. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah
upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah
Kabupaten sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal
dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah.1®

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar
fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar
ditunjukan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai
oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu pembanguna memiliki
prespektif yang luas. Dalam proses pembangunan, selain
mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga
mempertimbangkan dampak aktifitas ekonomi terhadap
kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses
pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk
mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.20

Berdasarkan pendapat Sunyoto Usman bahwa
pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan
kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber
Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat
yang sering hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar
sebuah kesuksesan oleh publik maupun suatu kelompok
tertentu.?! Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan
sarana drainase, pengairan, transportasi, bagunan gedung dan
fasilitas publik lainnya dimana sarana tersebut dibutuhkan

“Ridho Indra Cahya, Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujutkan
Pembangunanlinfrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Skipsi, (Bandar
Lampung:Universitas Lampung, 2018).

% Mudrajad Kuncoro, Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan, (Yogyakarta:
STIM YKPN, 2010), h. 45.

21 Choirul Ikhwan dan Suswanta, Kinerja Dinas Pekerja Umum Dan Penata
Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan
Daerah Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2017.
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untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar
manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan
ekonomi.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk
menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya
diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah
terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat
menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga
kerja. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan
kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari
satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan
memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah
sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang
penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang,jasa,
manusia, uang dan informasi turut menentukan
pergerakanharga di pasardengan kata lain, bahwa infrastruktur
jalan menetralisir harga-harga barang dan jasa antar daerah.

Peran pemerintah daerah sangat diharapkan dapat
melahirkan terobosan baru dalam politik infrastruktur.
Beberapa diantaranya yaitu, pemerintah perlu mengkaji ulang
dasar kebijakan infrastruktur selama ini yang lebih banyak
dilaksanakan dengan indikator jumlah penduduk pada suatu
daerah serta nilai ekonimis dari proyek investasi tersebut. Hal
ini sangat penting karena jika pertimbangan indikator-
indikator tersebut sebagai rujukan dasar kebijakan.

B. Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat
pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan
berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-
undangan lainya yang mengatur tentang pemerintahan
daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2014.22

22 Sjswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2015), h. 54.
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Secara substansial undang-undang tersebut mengatur
tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah
mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan
daerah sesuai zamannya. secara empiris undang-undang
tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebelum diberlakukanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan
undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap
kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih
domain dari kekuasaan legislatif daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan
undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah
sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan
yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana
kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa
kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD.
Kepala daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada
DPRD, dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memeberikan
keterangan pertanggungjawaban.?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah, lahir dalam kencah retaknya reformasi
di indonesia. Kelahiran undang-udang tersebut untuk
menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang
memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan
DPRD berbalik menjadi lebih kuat dibading dengan kekuasaan
eksekutif.?4

Dalam pasal 18A UUD Negara RI Tahun 1945,
diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan Kota
atau antar provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman  daerah. Disamping itu hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam serta
sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah

23 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h.54.
24 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h. 55.
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daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang.

Pengertian pemerintah daerah diatur dalam BAB I pasal
1 (2) UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang pmerintah
daerah yang Berbunyi: “pemerintah daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya Dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”25

Penyelenggaraan pemerintah adalah presiden dibantu
oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan
pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.
Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang
disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk
kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
Kepala daerah dibantu oleh satu orang yang yang disebut
wakil kepala daerah.Kepala daerah mempunyai kewajiban
untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah kepada pemerintahan dan memberikan laporan
keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah kepada masyarakat.?? Laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada
presiden melalui mentri dalam negeri untuk gubernur, dan
kepada mentri dalam negeri melalui gubernur untuk
bupati/walikota satu kali dalam satu tahun.

Pembagian urusan pemerintahan di indonesia, pada
hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan
penerintahan  yang dikelola oleh pemerintah pusat
(pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang
dilasanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

2% |_ijhat Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pmerintah Daerah.
26 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h.56.
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Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah,
meliputi:?
Politik luar negeri;
Pertahanan;
Keamanan;
Yustisi;
Moneter dan fiskal nasoinal;
Agama.

mo AN o

Dalam menyelenggarakan wurusan pemerintahan,
pemerintah  menyelenggarakan  sendiri, atau  dapat
melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada perangkat
pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat
menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah
Desa. Disamping itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahseperti diatas,
pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan
pemerintahan, atau  melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau
dapat menugaskan sebagai urusan kepala pemerintah daerah
dan/atau pemerintah Desa berdasarkan asas tugass
pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan  keserasian hubungan antara susunan
pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan
kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah
daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis. Urusan
pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah,
terdiri atau urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib,
artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman
pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun
urusan-urusan pemerintah yang Dbersifat pilihan, baik
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

27 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h.56.
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kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk menigkatkan
kesejahteraanmayarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.?®
Urusan  wajib  yang  menjadi = kewenangan
pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala
provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, meliputi:>®
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata
ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
Penyediaan sarana dan prasarana umum;
Penanganan bidang kesehatan;
Penyelenggaraan pendidikan;
Penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan;
Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan
menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya;
16. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh
peraturan perundangundangan.

O XN

Dalam Bab III pasal 7 (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, menyatakan tentang urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan

28 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h.57.
29 Sjswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan, ...h.57.



28

dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud

meliputi:3

pendidikan;

kesehatan;

lingkungan hidup;

pekerjaan umumy;

penataan ruang;

perencanaan pembangunan;

perumahan;

. kepemudaan dan olahraga;
penanaman modal;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
kependudukan dan catatan sipil;
ketenagakerjaan;

. ketahanan pangan;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan;
komunikasi dan informatika;
pertanahan;
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,
dan persandian;
pemberdayaan masyarakat dan desa;
sosial;

. kebudayaan;
statistik;
kearsipan; dan
perpustakaan. Suatu perencanaan pembangunan
yang baik harus didukung oleh pembagian dan
penyelenggaraan urusan  pemerintahan  daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
Kabupaten dan Kota.

TP ROoOTOBZ TATNOR SO0 QAN T
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%0 |ihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota.
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C. Pelaksanaan Tugas Fungsi BAPPEDA

Menurut Davidov dan Reiner yang dikutip dari Ateng
Syafrudin, Perencanaan dapat berarti: “Suatu proses untuk
menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian p
ilihan-pilihan yang tersediakan membentuk suatu proses
perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat: pertama,
memilih tujuan dan syarat-syarat, kedua, mengenai
seperangkat alternatif yang bersifat konsisten = dengan
ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu
alternatif yang dikehendaki, ketiga, mengarahkan tindakan-
tindakan yang menuju kepada pencapaian tujuan-tujuan yang
telah ditentukan.”3!

Dalam pendapatnya Soehino mengatakan, dahulu
wujud daripada negara itu penduduknya masih sedikit,
urusan-urusannya belum  berbelit-belit serta kompleks,
seperti dewasa ini. Pada jaman modern ini suatu negara itu
sudah mempunyai daerah yang luas, warga negara banyak
sekali jumlahnya, urusan- urusannya begitu kompleks serta
berbelit-belit.32 Perubahan konsepsi kenegaraan semacam itu
merupakan suatu akibat dari berubahnya peranan serta
kedudukan negara dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan terhadap warga negara. Seperti disampaikan
oleh Ridwan HR bahwa :33

“Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan
pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh
negara-negara di dunia khususnya setelah Perang Dunia
Kedua adalah negara kesejahteraan (welfare state). Konsep ini
muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau
negara penjaga malam, yang bertumpu pada prinsip bahwa
negara dan pemerintah dilarang mencampuri kehidupan
ekonomi  masyarakat. ~Akhirnya, hal itu kemudian
memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah

31 Ateng Syafrudin, Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah,

(Bandung : Mandar Maju, 1993), h. 5.

%2 50ehino, Ilmu Negara, (Liberty : Yogyakarta), 1993, h. 241-242.

® Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2011), h. 14
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berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi

warganya.”

Badan perencanaan adalah sebuah organisasi yang
terpisah, dengan kantor dan badan stafnya sendiri. Tanggung
jawab secara kemitraan untuk badan tersebut berbeda-beda
disetiap negara. Sering badan tersebut bekerja  di bawah
Kementerian Keuangan. Ini bukan pemecahan terbaik, karena
pandangan pejabat-pejabat keuangan dan pejabat-pejabat
perencanaan tidak sama. Seorang pejabat perencanaan harus
lebih tertarik dengan pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan
dan menetapkan tujuantujuan baru.34

Tetapi Badan Perencana harus bekerja sama
dengan Kementerian Keuangan untuk memepersiapkan
anggaran modal tahunan. Mereka bisa saja mudah saling
bertabrakan satu sama lain kecuali tanggung jawab mereka
telah diberi batas dengan jelas, dan peralatan untuk
koordinasi tetap jalan dengan lancar. Hubungan kekuasaan
(gezagsver houding) antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas
negara kepada penyelenggara negara pada tingkat pusat
secara nasional dan daerah secara regional dan lokal.35

Pembagian tugas kewajiban dan kewenangan serta
tanggung jawab secara vertikal menurut Undang-Undang
Dasar 1945 ditetapkan berdasarkan:

a. Pelimpahan tugas kewajiban dan kewenangan (dekosentrasi);

b. Penyerahan tugas kewajiban, kewenangan dan tanggung
jawab tertentu (desentralisasi);

c. Pengikutsertaan Pemerintah daerah untuk
melaksanakan asas dekonsentrasi atas tanggung jawab
pemerintah pusat.3

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Undang-

% W. Arthur Lewis, Perencanaan Pembangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. h.
316

%5 W. Arthur Lewis, Perencanaan Pembangunan..., h. 340.

% Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah,
(Jakarta : Sinar Grafika, 1993). h. 95.
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Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Pembetukan BAPPED  Republik
Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 27 tahun 1980 tentang pembentukan BAPPEDA
R.I yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan.
Yang pertamaBappeda tingkat I (sekarang pemerintahan
Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang pemerintahan
Kabupaten/kota). BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana badan ini
menurut KEPRES No. 27 Tahun 1980 dalam Bab I bahwa badan
ini adalah badan staf yang langsung dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dimana Bappeda
berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menetukan
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khusunya
dalam implementasi pembangunan daerah yang merata
berdasarkan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya
maka pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tetang sistem perencanaan pembagunan
nasional, yang mana dalam Pasal 23 ditegaskan sebagai
berikut:37

“Kepala satuan kerja perangkat daerah yang
bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan
pembangunan di daerah provinsi, kabupaten ataupun kota
adalah kepala Badan perencanaan pembangunan daerah
selanjutnya disebut kepala Bappeda, dengan demikian
Bappeda adalah badan penyusun rencana kerja pembangunan
daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka
menengah maupun rencana tahunan.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanan Pembangunan
Daerah menyatakan bahwa: Tugas dan fungsi  Badan
Perencanaan ~ Pembangunan  Daerah  pada  dasarnya
merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
khususnya pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh

%7 Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tetang Sistem Perencanaan
Pembagunan Nasional
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perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yangmembantu
penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk
badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980,
BAPPEDA terbagi menjadi BAPPEDA tingkat I dan BAPPEDA
tingkat II. BAPPEDA tingkat I mencakup Provinsi yang
mempunyai tugas membantu Gubernur/ Kepala Daerah
tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang
perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas
pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II mencakup
Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu
Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah tingkat II dalam
membentuk  kebijaksanaan ~ di = bidang  perencanaan
pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas
pelaksanaannya.

Pemerintah  dalam  melaksanakan  perencanaan
Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA
Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara
rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan
aspekaspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang
terdapat dalam wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud BAPPEDA Tingkat I mempunyai
fungsi:

a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri
atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan
Pola Umum Rancangan Pembangunan Jangka Menenga Dan
Jangka Panjang Daerah ( RPJMS dan RPJPD) Tingkat I.

b. Menyusun Rangangan Jangka Menengah dan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD dan RPJD) Tingkat L.

c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukan ke dalam program tahunan nasional.
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d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas
Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah
Daerah, Instansi-Instansi vertikal Daerahdaerah tingkat II
dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah
Tingkat I yang bersangkutan.

e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan
Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah
Tingkat I.

f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian
untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan
perencanaan lebih lanjut.

h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka
perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala
Daerah Tingkat

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

BAPPEDA Tingkat Il mempunyai fungsi:

a. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri
atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan
Pola Umum Rancangan Pembangunan Jangka Menenga Dan
Jangka Panjang Daerah ( RPJMS dan RPJPD) Tingkat II.

b. Menyusun Rangangan Jangka Menengah dan Jangka
Panjang Daerah (RPJMD dan RPJD) Tingkat II.

c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri
ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat
I untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan
atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
untuk dimasukan ke dalam program Daerah Tingkat I dan
atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk
dimasukan ke dalam program tahunan nasional.

d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas
Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah
Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatankecamatan, dan
Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah
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Tingkat II yang bersangkutan. 5. Menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II
bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan
koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.

e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian
untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan
perencanaan lebih lanjut.

g. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

h. Melakukan kegiatan-kegiatan lain = dalam rangka
perencanaan sesuai dengan petunjuk
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.38

BAPPEDA merupakan unit organisasi perencanaan,
dimana keberadaanya sangat diharapkan wuntuk dapat
melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan
daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab,
sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan
yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
pembangunan, sehingga dituntut melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya secara optimal.

D. Tinjauan Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Pengertian Figh Siyasah merupakan tarqib idafi atau
kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu Figh dan
Siyasah. Secara etimologi, Figh lebih populer didefinisikan
sebagai ilmu tentang hukumhukum syara' yang bersifat
perbuatan yang dipahami dalil-dalinya secara terperinci.?® Kata
Siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-
Munjid dan lisan Al-"Arab berarti mengatur, mengurus, dan
memerintah.

Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau
membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip
ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata Siyasah adalah

8Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
*9bn Manzhur, Lisan Al-Ara,Jus 6 (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h.108.
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mengatur. Kata Sasa sama dengan to govern, to leat. Siyasah
sama dengan policy (of goverment, corprotion, etc). Jadi siyasah
menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur,
mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang
bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa
Ta'ala dalam (QS. Sad 38: Ayat 26) :

sl o V5 Gally G G 36 an T 6 s atls §) B
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Artinya : “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan
khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa
nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh,
orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang
berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Sad : 26)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (QS. Al-An'am 6: Ayat
165) : ) ) I :
L 8 885 caa S g (358 Biany @805 g Y] il s 2l 0
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Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai
khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian
kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat
memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha
Penyayang.”(QS. Al-An’am : 165).

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah
mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa
kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid di
sebutkan, Siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia
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dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.
Maka siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan
tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri
dan pilitik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur
kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.40

Apabila digabungkan menjadi dua kata figh dan Siyasah
maka Figh Siyasah adalah mengurusi atau mempelajari hal-hal
yang besifat umum bagi negara Islam dengan cara yang
menjamin bagi perwujudan kemaslahatan dan menolak
kemudhoratan dengan tidak melampaui masalah batas-batas
syariah dan pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak
sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.4!

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur
penting dalam Figh Siyasah yang saling berhubungan secara
timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang di
atur. dilihat dari unsur unsur yang dilihat dari Figh Siyasah
maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik. Dalam konsep Figh
Siyasah apabila seorang pemimpin yang telah dipilih dan telah
dibaiatkan secara sah, maka mereka yang memilih serta
seluruh rakyat dengan tidak ada pengecualian diwajibkan
mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang
dibuat dan dijalankan (termasuk undang-undang).

Makna qaidah ini tidak berarti bahwa setiap kebijakan
dan aturan yang dibuat oleh pemerintah selalu berorietasi
kepada kemaslahatan, tetapi kewajiban kepada pemerintah
yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang
dipimpinnya untuk membuat aturan-aturan yang berorientasi
kepada kemaslahatan seluruh rakyatnya. Atas dasar qaidah
tersebut sekali lagi penulis katakan bahwa terkadang suatu
aturan yang diputuskan oleh pemerintah tampak bertentangan
dengan aturan-aturan figh secara terperinci, tetapi aturan
tersebut justru sejalan dengan kemaslahatan yang lebih besar.

Seperti yang  diketahui bahwa pembangunan
infrastruktur di Indonesia yang pada saat ini sedang

23.

h.15.

“Osuyuthi Pulungan, Figh Siyasah, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), h. 22-

“IAbd Wahab Al-Khalaf, Al-Siyasah Wa AL-Syariah, (Kairo: Dar Anshor,1997),
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digalakkan oleh pemerintah dilakukan untuk memperoleh
angka pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Apabila
ekonomi negara meningkat, secara otomatis akan
mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Apabila
kesejahteraan rakyat meningkat tentunya akan ada lebih
banyak hal yang dapat ditingkatkan dalam rangka taat kepada
Allah dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum
memiliki relevansi dengan kemaslahatan rakyat banyak.
Sehingga mentaati aturan pemerintah tentang masalah ini
adalah kewajiban rakyat demi terwujudnya kemaslahatan
bangsa dan Negara.

Figh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat
majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih dan al-
siyasi. Istilah figh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat
majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni figih dan siyasah.
Secara etimologis, figh merupakan bentuk mashdar (gerund) dari
tashrifan kata fagiyah-yafqahu-fighan, yang berarti pemahaman
yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan
ucapan dan atau tindakan (tertentu). Fikih secara istilah,
menurut ulama ushul, yaitu:

Al (gl o il Aotasdl Lo it s34 e

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah
yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Sedangkan secara terminologis, figh lebih populer
didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum
syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-
dalilnya yang rinci.

Sementara mengenai asal kata siyasah dikalangan
para ahli figh siyasah terdapat dua pendapat. Pertama,
sebagaimana dianut al-maqrizy menyatakan, siyasah berasal
dari kata bahasa mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat
imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga
dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah
kita undang- undang milik jenghis khan yang berjudul ilyasa
yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai benyuk



38

hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua,
sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari
campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki, dan
mongol. Pertikel si dalam bahasa persia berarti 30. Sedangkan
yasa merupakan kosakata bahasa turki dan mongol yang
berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai
sebagai hukum atau aturan.*?

Fikihi siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah

syar'iyyah. Siydsah syar’iyyah secara istilah memiliki berbagai arti

1.

Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan
mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk
mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap
pemerintahan.

Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan
manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan
yang dapat menyelamatkan mereka pada  waktu
sekarang dan akan  datang, serta  mengatur
permasalahan mereka.

Imam Ibn Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan
menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik
di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi,
baik secara khusus maupun secara umum, baik secara
lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal daripara
sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara
batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi
bukan dari pemegang kekuasaan.

Ahmad Fathi, fikih siyasah adalah Pengurusan
kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan
syara.

Ibnu” Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa
fikih siyasah adalah ~ Perbuatan = yang  membawa
manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan)
dan lebih jauh menghindari mafsadah

h. 2-3.

2 Mujar ibnu syarif dan khamami zada, figh siyasah, (Jakarta: Erlangga,2008),
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(keburukan/kemerosotan), = meskipun  Rasul tidak
menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

6. Abdul Wahab Khallaf memaknai siyasah syar“iyah adalah
pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa
Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan
terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar
ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum,
meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam
mujtahid.

7. Abdur Rahman Taj, siyasah syar“iyah adalah hukum-
hukum yang mengatur kepentingan negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa
syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal
(kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang
bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan
untuk nash-nash tafshili yang juz’iy dalam alQur’an dan
Sunnah.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis
sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, figh
siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik
membahas  tentang  seluk-beluk pengaturan kepentingan
umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya,
berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang benafaskan atau sejalan dengan
ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia
dan menghindarkannya dari berbagai  kemudaratan yang
mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.4

2. Objek Kajian Figh Siyasah

Objek studi figh siyasah, menurut Abdurrahman Taj,
adalah seluruh perbuatan mukallaf dan hal ihwal yang
berakitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan
negara, yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat,

*3 Mujar ibnu syarif dan khamami zada, figh siyasah, ... h. 11
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kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik
dalam Al-qur’an maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek
studi figh siyasah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf
sebagai subjek hukum yang berakiatan dengan kehidupan
bermasyrakat, berbangsa, dan benegara yang diatur
berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar nash syariat yang bersifat universal.
Senada dengan pendapat diatas, abdul wahab khallaf
menyatakan, objek studi figh siyasah adalah berbagai peraturan
dan wundag-undang yang dibutuhkan wuntuk mengatur
negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna
merealisasikan ~ kemaslahatan =~ umat  manusia  dan
membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Mengenai pembidangan figh siyasah dikalangan pakar
figh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut abdul wahab
khallaf, ada tiga bidang kajian figh siyasah, yaitu:

(1) siyasah dusturiyyah;

(2) siyasah maliyyah, dan

(3) siyasah kharijiyyah.

Berebda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurhaman
Taj mengklasifikasikan bidang kajian figh siyasah menjadi tujuh
macam, yakni:

(

(2)

(3) siyasah qadha“iyyah;

(4) siyasah maliyyah;

() siyasah idariyyah;

(6) siyasah tanfaidziyyah, dan
)

Siyasah dusturiyyah adalah figh siyasah yang membahas
undang- undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain,
membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara,
dan hal serta kewajiban warga negara. Siyasah tasyri'iyyah
membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk
peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur
dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. Siyasah
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qadha’iyyah  secara spesifik membahas peradilan atas
pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang
telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legsilatif. Siyasah
maliyyah membahas sumber keuangan negara dan tata cara
pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.
Siyasah idariyyah membahas soal administrasi negara. Siyasah
tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga
eksekutif. Sedangkan siyasah kharijiyyah membahas tata
hubungan internasional atau politik luar negeri.4

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Dalam  konsep Siyasah
tanfidziyyah yang merupakan bagian dari Figh siyasah,
mencakup masalah perundangUndangan dan hak umat di
Negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim
maupun kafir zimy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat
maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak
yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh
pemerintah.4

Permasalahan di dalam figh siyasah tanfidziyyah
adalah  hubungan antara pemimpin di satu pihak dan
rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang
ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh
Siyasah tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh
lembaga eksekutif dan hal ihwal kenegaraan dari segi
persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi
kebutuhannya.4¢

Pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan
yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan
muslimin dan non muslim dalam satu negara, Undang-

4 Mujar ibnu syarif dan khamami zada, figh siyasah, ... 4. 16-17

*® Iman Jalaludin Rifa®i, Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati
Kuningan Nomor.451.7/Kep.58Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran
Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat, Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and
Yurisprudance, Vol. 1, No. 1, 2020.

*® H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-rambu Syariah. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). h. 49
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Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan
Pelaksanaan, Serta Peraturan Daerah.*” Tugas al-sulthah al-
gadha’iyyah adalah untuk mempertahankan hukum dan
perundang- undangan yang telah dibuat oleh lembaga
legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya
meliputi  wilayah  al-hisbah ~ (lembaga peradilan untuk
menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti
kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha
(lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama
warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-
mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya,
seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan
melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan
pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya
adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan
perundang-undangan.8

Maka dalam penelitian yang berfokus pada
implementasi program pembangunan infrastruktur termasuk
kajian figh  siyasah tanfidziyyah ~ dimana kajian yang
berhubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya. Dalam hal ini, kelembagaan yang menjadi
fokus kajian penelitian adalah BAPPEDA, yakni lembaga
teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala
badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur dan Sekretaris daerah.

Badan ini mempunyai tugas pokok membantu
Gubernur/Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan
pembangunan daerah. Seperti sebagaimana tugas BAPPEDA,
yakni implementasi pembangunan infrastruktur yang penulis
temui pada infrastruktur jalan yang masih belum maksimal

*" Muhammad Iqgbal, Figh Sivasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 162.

8 Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta:
FH UII Press, 2007), h. 273.
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khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti salah satunya
Kabupaten Lahat. Oleh kerna itu, BAPPEDA termasuk
kedalam lembaga pemerintahan yang berada pada wilayah
kajian siyasah tanfidziyyah.



BAB III

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lahat
1. Sejarah  Kabupaten
Lahat
Berdasarkan mitologis dari informasi ketua adat, kata
Lahat diambil dari keadaan struktur wilayah yang
menyerupai liang lahat, karena diapit dari wilayah yang

lebih tinggi seperti Pagar Alam dan Muara Enim.!
Berdasarkan data diketahui bahwa Lahat dengan marga di
dalamnya telah ada sekitar tahun 1830 pada masa
Kesultanan Palembang. Berbagai struktur Marga terbentuk
dari sumbai*’ dan suku dari Lematang, Pasemahan, Lintang,
Gumai, Tebing Tinggi dan Kikim. Marga merupakan
pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga
inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di
Kabupaten Lahat® Istilah Marga menjadi bagian dari
kepentingan Belanda masa itu dalam upaya memperkokoh
eksistensi pemerintahannya sampai tetap berlaku hingga
Inggris berkuasa.

Dalam berbagai data diketahui Pemerintah kabupaten
Lahat dibagi dalam afdelling (Keresidenan) dan onder afdelling
(kewedanan) dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatera
Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu
afdelling Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder
afdelling dan afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim
serta

Pasemahan dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain
pada waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2
keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang
Ulu, Lematang Ilir, serta Pasemah beribu kota di Lahat

9 Sumbai atau sumbay yaitu kesatuan genealogis masyarakat Besemah atau
masyarakat asal Besemah.

%0 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Lahat, (diakses pada tanggal 7
Januari 2022).
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dipimpin oleh PP Ducloux dan posisi marga pada saat itu
sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei akhirnya
ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan
Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan No. 008/SK /1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling
yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah menjadi
sidokan dengan pemimpin orang pribumi yang ditunjuk
oleh pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan
Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada
tanggal 14 Agustus 1945 dan Dbangsa Indonesia
memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU
No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP
Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.
Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya.

Selanjutnya diganti oleh Surya Winata dan Amaludin
dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan,
Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah Tingkat II hingga
sekarang dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi
Daerah dan diubah UU No. 32 Tahun 2004 menjadi
Kabupaten Lahat' Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan
sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan
Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.
008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Pada pemerintahan 2018 Kabupaten Lahat memiliki
Visi dan Misi dan Tujuan. Visi Pemerintahan Lahat adalah
“Terwujudnya  Kabupaten Lahat Bangki®?t 2018” Misi
Kabupaten Lahat :

a. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis,
Berkeadilan dan Akuntabel;

Daerah

%! pembentukan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi

%2 Bangkit singkatan dari Berdikari, Aman, Nyaman, Gotong Royong, Kreatif,

Inovatif, Terdepan
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b. Mewujiudkan Masyarakat Madani ( Produktif,
Mandiri, Bermoral, Beretika dan Berwawasan);

c. Tercapainya Tatanan Ekonomi yang Tangguh.>

Keadaan Geografis Kabupaten

Lahat

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LAMAT PROVINS! SUMATERA SELATAN e &

Secara Astronomis Kabupaten Lahat terbentang antara
3,250 sampai dengan 4,150 Lintang Selatan dan antara
102,370 sampai dengan 103,450 Bujur Timur. Daerah
agraris dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.361,83
km2 merupakan potensi dari Kabupaten Lahat. Dan secara
geografis, wilayah Kabupaten Lahat berbatasan dengan 5
(lima) Kabupaten/Kota, sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim,
sebelah Selatan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten
Bengkulu Selatan, sebelah Timur dengan Kabupaten Muara
Enim, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Empat
Lawang.54

%% Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 9 Tahun 2014
% Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Lahat 2014




47

Kondisi Geografis Kabupaten Lahat terletak pada
3,25° - 4,15° Lintang selatan dan 102,37° - 103,45° Bujur
Timur dengan luas wilayah 4.361,830 Km2 atau 4.361,83 Ha
yang terbagi kedalam 22 wilayah kecamatan, 360 desa, dan
17 kelurahan. Sebelan Utara wilayah Kabupaten Lahat
berbacasan dengan Kabupaten Musi Rawas. Sebelah Timur
berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sedangkan sebelah
Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang,.

Kondisi topografi Kabupaten Lahat tergolong
dataran tinggi, yang termasuk pada alur Bukit barisan
dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Bukit Serelo.
Daerah dataran tinggi meliputi daerah-daerah Kecamatan
Kota Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan
Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Jarai dan sebagian
Kecamatan Merapi Barat serta Kecamatan Merapi Timur.
Daerah dataran rendah wilayah Kabupaten Lahat meliputi
Kecamatan Lahat, Kikim Tengah dan beberapa kecamatan
lainnya. Wilayah Kabupaten Lahat memiliki ketinggian
tanah bervariasi mulai dari 25 meter hingga >1.000 meter
lebih di atas permukaan laut.

Kabupaten Lahat mempunyai iklim topis dengan
suhu udara maksimum rata-rata 30,47°C dan suhu
minimum yaitu rata-rata 22,16 °C. Sedangkan untuk rata-
rata jumlah curah hujan dan curah hujan setiap bulan di
Kabupaten Lahat yaitu 15,225 per hari dan 348,543 mm.
Kelembaban udara rata-rata sebesar 78,50% dengan rata-
rata kecepatan angin 4,66 km/jam. Musim kemarau
umumnya berkisar antara bulan Mei sampai dengan
September setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan
berkisar antara bulan Oktober sampai April.

Penyimpangan musim biasanya berlangsung lima
tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang
dari musim penghujan dengan suhu udara bervariasi
minimum 21,37 °C sampai dengan 32,29 °C bermuara ke
arah timur. Kabupaten Lahat merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU
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No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP
Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950.
Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi
Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gebernur
Kepala  Daerah  Tingkat I Sumatera Selatan No.
008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988. Kabupaten Lahat
dahulu hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat,
Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang,
dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di
Kabupaten Lahat sampai dengan tahun 2016 bertambah
menjadi 22 kecamatan. Saat ini Kabupaten Lahat terdiri atas
360 desa dan 17 kelurahan.

B. Keadaan Sosial Penduduk

Penduduk Kabupaten Lahat mencapai 430.071 jiwa pada
tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 409.382
jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 cukup
tinggi, yakni sebesar 1,47 persen dan berdampak pada tingkat
kepadatan yang terus meningkat. Dengan luas wilayah 4.361,83
km2 berarti setiap km2 rata-rata dihuni oleh 98 hingga 99
orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu
wilayah. Angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100
menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat memiliki jumlah
penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk
perempuan. Penyebaran penduduk antar kecamatan masih
belum merata, hampir sepertiga penduduk Kabupaten Lahat
terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten (Kecamatan Lahat).
Beberapa faktor penyebabnya antara lain karena Ibukota
Kabupaten memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai
dibandingkan kecamatan lain serta berperan sebagai pusat
perekonomian dan pemerintahan. Grafik 3.2 menggambarkan
piramida penduduk Kabupaten Lahat, dimana dari bentuknya
yang menyerupai limas menunjukkan bahwa komposisi
penduduk berada pada kelompok usia muda, terlihat dari
jumlah penduduk dibawah 15 tahun yang relatif cukup tinggi
yaitu mencapai angka 26,48 persen. Selain itu juga didapat
Angka Beban Tanggungan sebesar 48,2 yang artinya tiap 100
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orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 48-
49 orang yang tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan
diatas 65 tahun).

C. Profil Kecamatan Kikim Timur Dan Kondisi Jalan Rusak

Kecamatan kikim Timur adalah salah satu dari 22
kecamatan yang berada di kabupaten Lahat. Kecamatan ini
merupakan pemekaran dari kecamatan kikim. Ibu kota
kecamatan ini adalah bungamas. Sebagian kecamatan ini berada
dialiran kikim dan sungai empayang. Kecamtan kikim timur
terdiri dari 32 desa. Memiliki luas sebesar 564,45 Km?2.

Jalan yang rusak terletak pada kecamatan Kikim di desa
Simpang Bengkurat sampai Bungamas Kikim Timur, Sepanjang
17 kilometer, Bungamas - Marga Mulia di Kikim Timur,
Sepanjang 19 Kilometer, Tanjung Aur - Melalui Pagar Jati-
Najungan, Kikim Selatan sepanjang 17 Kilometer, Muara
Danau, kikim timur - lubuk Mabar - Talang Tinggi, Speksu
sepanjang 14 Kilometer, Gunung Kerto, kikim timur - Lubuk
enam bulan, sampai pagar jati kikim selatan, Simpang Dumir -
Sukaramim sepanjang 14 km, Paduraksa ke Seronggo Kikim
Timur, Muara cawing - Dusun 4 Lubuk Atung.

D. Profil BAPPEDA Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
1. Sejarah BAPPEDA Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat dibentuk melalui surat Keputusan
Bupati kepala Daerah Tingkat II Lahat tanggal 24 April 1 978
Nomor 47/ Kpts/1987 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah
(Bapeda) Tingkat II Lahat yang didukung oleh Keputusan
presiden Nomor 27 tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat Il
dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Lahat
Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 17 Februari 1982 tentang
Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah kabupaten Daerah Tingkat Il Lahat.
Penyelenggaraan Kabupaten lahat sebagai Daerah
Otonom menyebabkan Peraturan Daerah kabupaten Daerah

*° Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat 2021.



50

Tingkat II Lahat Nomor 1 Tahun 1982 tersebut ditinjau
kembali dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang
Pembentulan  Struktur Organisasi dan tata Kerja
Badan/Kantor Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten
Lahat.

Sejalan dengan Peraturan Pemenntah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan
Antara pemerinah, Pemennth Daerah Kabupaten/Kota,
menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten lahat Nomor 20
Tahun 2000 dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah dalam kabupaten Lahat.

Dikeluarkannya Peraturan pemermntah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi
perubahan kembali Susunan Organisass dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentulan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, telah
ditetaplan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lahat, maka terjadi perubahan susunan
organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan
struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lahat.

. Visi Bappeda Kabupaten Lahat

Bappeda Kabupaten Lahat merupakan SKPD yang
memberikan konstribusi signifikan bagi keberhasilan
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam
moenjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda
Kabupaten Lahat dituntutuntuk memiliki cara pandang
yang antisipatif dan inovatif mengenai masa depan yang
diinginkannya bertolak dari eksisteni kelembagaan Bappeda
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dari permasalahan perencanaan pembangunan Kabupaten
yang menjadi bidang garapannya. Bappeda Kabupaten
Lahat mengembangkan dan mengkristalisasikan keinginan
aparatur dan bidang dalam menterjemahkan masing-masing
tugasnya melalui serangkaian pembahasan, pemahaman
dan perenungan tentang harapan dan eksistensi lembaga
Bappeda melalui visinya sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA LEMBAGA PERENCANAAN

YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS”

Secara garis besar pengertian visi Bappeda Kabupaten
Lahat terwujudnya lembaga perencanaan yang profesional
dan berkualitas mengandung makna bahwa Bappeda
Kabupaten Lahat ingin menjadi suatu badan perencanaan
yang mampu menguasai perencanaan secara mendalam dan
melakukan  kreativitas atas  bidang  perencanaan
pembangunan tersebut serta selalu berpikir positif,
menjunjung tinggi etika dan integritas profesi dengan
melibatkan seluruh masyarakat, pelaku pembangunan
(stakeholders) dan pemangku kepentingan.

Proses perencanaan pembangunan nasional harus
melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan
secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Bappeda
Kabupaten Lahat sebagai unit kerja yang dicuntut untuk
selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan
daerah, berharap menjadi wunit kerja yang mampu
memadukan aspirasi dari masyarakat kabupaten (bottom-up)
dan arah kebijakan dari atas (top-down) secara selaras, serasi
dan seimbang. Karena itu Bappeda harus menjadi yang
terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan
rencana pembangunan yang disiapkan oleh masing-masing
perangkat daerah.

. Misi Bappeda Kabupaten Lahat

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lahat,
maka Bappeda Kabupaten Lahatmenetapkan 3 (tiga) Misi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :
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Misi : Aparatur Perencana yang Profesional dan
Berkualitas

Aparatur perencana yang berkualitas merupakan
bagian penting yang utama seharusnya dimiliki oleh
Bappeda Kabupaten Lahat untuk menjadi lembaga
perencanaan yang profesional dan partisipatif. Oleh karena
itu Bappéda Kabupaten Lahat memfokuskan programnya
pada aparatur perencana yan¢ berkualitas.

Misi 2: Perencanaan Pembangunan Daerah yang
Partisipatif dan Akuntabel

Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif
dan  akuntabel = merupakan  proses  perencanaan
pembangunan yang harus mampu mengakomodir secara
obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar
dapat menghasilkan komitmen bersama menuju perubahan
yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Oleh
karena itu dalam proses perencanaan pembangunan periu
melibatkan masyarakat, stakeholders, dan pemangku
kepentingan. Partisipasi aktif tersebut secara langsung
maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif
terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas dan
partisipatif.

Misi 3: Data dan Informasi yang Akurat dan
Akuntabel

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel
merupakan modal awal suatu perencanaan yang baik dan
berkualitas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang
bermuara dari tidak lengkapnya data yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan perencanaan.

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel
merupakan bagian penting yang seharusnya dimiliki oleh
Bappeda Kabupaten Lahat, sehingga menjadi lembaga
perencanaan yang profesional dan partisipatif dapat
diwujudkan. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Lahat
memfokuskan programnya pada kelengkapan data dan
informasi yang akurat dan terkini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi BAPPEDA  Dalam  Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat

Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat merupakan
unit organisasi perencanaan, untuk dapat melaksanakan otonomi
di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif
dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat
terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala
aspek yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga dituntut
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Kewenangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur
jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU
No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, berbunyi yaitu :

1. Pada pasal 14 ayat (1) Wewenang Pemerintah dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

2. Pasal 15 ayat (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
provinsi.

3. Pasal 16 ayat (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kabupaten dan jalan desa.

4. Pasal 16 ayat (2) Wewenang pemerintah kota dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan
kota).

Adanya tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan
Perencanaan Pembangunan jalan merupakan landasan hukum
untuk memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten Lahat
untuk menjalankannya. Oleh karna itu, BAPPEDA merupakan
instansi yang membantu Bupati untuk perencanaan pembangunan
sangat penting peranannya untuk membuat perencanaan
pembangunan jalan secara merata.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat memiliki
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unit kerja dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dalam

menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian, perumusan dan menpenyiapkan bahan
pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan
mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah di Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan.>¢

Tabel 1.2 : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan
pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat
2. | Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian = Pelaksanaan = Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka
4. | Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan;

Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan
5. | Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

6. | Pengkoordinasian  sinergisitas dan harmonisasi kegiatan

% Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan https:/bappeda.lahatkab.go.id/
diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
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Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah di Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama
antar Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Pengkoordinasian pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan;,

10.

Pengkoordinasian pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan; dan

11.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang mempunyai tugas menpenyiapkan bahan
pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan
mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah pada
Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum. Kepala Subbidang
Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas
menyelenggarakan fungsi:5”
Tabel 1.3 : Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

No. Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

1. Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah

(Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;

Penyiapan bahan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan
Umum;

* Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan https://bappeda.lahatkab.go.id/,

(diakses pada tanggal 18 Maret 2022).
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Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada
Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum,;

Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;

Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang
Infrastruktur Pekerjaan Umum,;

Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah pada Subbidang Infrastruktur
Pekerjaan Umumy

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana
pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) Subbidang Infrastruktur Pekerjaan
Umum;

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum,;

Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Provinsi pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;

10.

Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas
Nasional pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum,;

11.

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
Daerah di bidang Pembangunan pada Subbidang Infrastruktur
Pekerjaan Umum; dan

12.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan

Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan

dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Infrastruktur dan dan Kewilayahan yang mempunyai tugas
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menpenyiapkan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta
memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan
Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Kepala
Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan dalam
menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :5

Tabel 1.4 : Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan

No.

Subbidang Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan

Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

Penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah pada urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;

Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada
urusan  Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi;

Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah pada urusan Perumahan Rakyat

% Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan https://bappeda.lahatkab.go.id/,

(diakses pada tanggal 18 Maret 2022).
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dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;

7. Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana
pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

8. Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

9. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Provinsi pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

10. | Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas
Nasional pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

11. | Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
Daerah di bidang Pembangunan pada Urusan Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi; dan

12. | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

4. Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan
Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Infrastruktur dan dan Kewilayahan yang mempunyai tugas
menpenyiapkan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta
memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan
Daerah pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan
Wilayah serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan). Kepala Subbidang
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Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah dalam
menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:>»
Tabel 1.5 : Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan
Wilayah

No. Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

1. Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah) pada Subbidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

2. Penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Subbidang Penataan Ruang
dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

3. Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada
Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta
urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi
Pemerintahan (Kecamatan),

4. Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata
Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan
Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

5. Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan
(Kecamatan);

6. Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan
Daerah kepada Perangkat Daerah pada Subbidang Penataan

% Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan https:/bappeda.lahatkab.go.id/
(diakses pada tanggal 18 Maret 2022).



https://bappeda.lahatkab.go.id/

61

Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana
pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) Subbidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi
Pemerintahan (Kecamatan),

Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat
Daerah Provinsi pada Subbidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

10.

Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk
Prioritas Nasional pada Subbidang Penataan Ruang dan
Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);

11.

Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
Daerah di bidang Pembangunan pada Subbidang Penataan Ruang
dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
dan

12.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam perencanaan
pembangunan di BAPPEDA merupakan tugas dari unit kerja
dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan yang membawahi
Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Subbidang
Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang terlaksana
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari
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tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten
tentunya karena di tunjang oleh beberapa faktor yang akan penulis
jelaskan pada hasil penelitian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat
adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah
Kabupaten. Dari sebuah siklus manajemen kepemerintahan maka
BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di
bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok
BAPPEDA adalah melaksanakan kewenangan di bidang
perencanaan pembangunan.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya BAPPEDA
juga  memiliki beberapa Faktor yang mendukung berjalannya
Tugas dari Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten
Lahat. Fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan jalan
di kabupaten lahat, maka penulis melakukan wawancara langsung
dengan Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis
kebijakan, beliau mengemukakan yaitu sebagai berikut :

Membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan
daerah termasuk jalan. Kami itu memposisikan segala jenis
perencanaan terkait jalan. Jadi BAPPEDA itu bersama OPD
terkait yaitu Dinas PUPR berkoordinasi untuk memastikan
bahwa Kabupaten Lahat kondisi jalan mantapnya,
istilahnya jalan itu ketika intrastrukturnya dikatakan baik
ketika kondisi jalan itu mantap, mantap itu ketika keadaan
jalan itu bisa dilalui kendaraan dilalui dengan durasi 40
km/jam.ia bisa dilalui diatas 60% pada tahun 2023 (periode
RPJMB,Periode RPJMDR 2019-2023) RPJMB ini rencana
pembangunan jangka menengah daerah. Seperti nama
kabupaten lahat dalam 5 tahun nama nya RPJMB itu
dituangkan dalam bentuk itu termasuk perencanaan jalan
dan perencanaan pendidikan.seperti apa, jadi ia
memastikan dengan OPD terkait POPR yang pelaksananya
bukan BAPPEDA. 2. memastikan bahwa semua jaringan
insprastruktur jembatan itu ada disemua desa atau
kecamatan dan mempunyai akses jalan dan jembatan.baik
itu jalan setapak, jalan utama.®

% |bu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.
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Untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan oleh BAPPEDA
dalam pembangaun infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat Ibu
Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan,
menjelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Melalui  proses MUSREMBANG  Desa(musyawarah

pembangunan desa) disana usulan itu di infentarisir tentang

apapun yang dibutuhkan disitu semuanya di infentarisir,
mana jalan yang dibangun, apa saja yang dibutuhkan. Baru
nanti dimasukan ke dalam musrembang kecamatan dan
sudah ditentukan yang mana dijadikan prioritas untuk nanti
dibawah ke musrembang kabupaten untuk akan diolah
menjadi APBD (Angggran pendapatan belanja daerah)
selain itu juga BUPPEDA juga menampung usulan lain yaitu
ada yang tidak terdanai APBD, BPPEDA itu memastikan
untuk mengalokasikan menggunakan sumber pendanaan
lain yaitu menggunakan dana (CSART) perusahaan swasta
APBDP atau APBN pusat.6!

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas ialah BAPPEDA
sebagai membantu Bupati terkait proses perencanaan
pembangunan daerah salah satunya termasuk infrastruktur jalan di
Kabupaten Lahat. Pembangunan infrastruktur ini merupakan
kebutuhan primer bagi masyarakat, dimana masyarakat
mengajukan  proposal kepada Kabupaten Lahat terkait
pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan. Maka dapat
di uraikan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mendukung
pembangunan ini, yakni sebagai berikut :

1. Adanya Koordinasi
Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada
dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang
sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana
pembangunan di Kabupaten Lahat, dalam hal ini Musyawarah
Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting
dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan

%! |bu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.
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untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya
tujuan bersama. Dalam konteks BAPPEDA yang mempunyai
areal kerja = dalam mengkoordinasikan setiap perangkat
perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu
adanya langkah-langkah ~ mewujudkan  prinsip-prinsip
pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan.Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaan
perumusan kebijakan di Kabupaten Lahat menjadi kunci
utama dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri. Adanya
koordinasi antar pihak-pihak dalam proses perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat,
menjadi salah satu kunci dan faktor pendukung dalam
kelancaran  proses penetapan kebijakan  perencanaan
pembangunan daerah.

. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses
perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat menjadi salah
satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam
forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah
karena dari masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan
perencanaan pembangunan terutama pembangunan jalan.
Meskipun pada kenyatannya, setiap masyarakat yang hadir
dalam forum Musrenbang selalu saja menempatkan usulannya
sebagai sesuatu yang harus didengar dan diprioritaskan.
Namun dengan kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan
yang berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi masyarakat tetap besar. Partisipasi
masyarakat Kabupaten Lahat dalam hal pembangunan daerah
sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar  dari  besarnya
antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
setiap kegiatan perencanan pembangunan. Masyarakat masih
cenderung untuk ikut andil dalam proses perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga
terlihat dari beberapa absensi kehadiran pada forum
Musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat
desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Partisipasi
masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah
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dalam setiap langkah penetapan kebijakan perencanaan
pembangunan karena dari masyarakat sendirilah kebijakan-
kebijakan tersebut berasal.

3. Komitmen Pemerintah

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan
dalam  perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
Dalam hal menjaga komitmen dan Kkonsistensi dalam
perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat. Adanya
komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan
menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan
penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan
lancar.

Ketiga faktor diatas merupakan faktor penting yang harus
ada dalam pembangunan di Kabupaten Lahat, dimana Koordinasi,
Partisipasi Masyarakat Dan komitmen pemerintah merupakan tiga
hal yang membentuk sistem yang saling berkaitan. Apabila
terdapat cacat salah satu dari tiga yang telah dirumuskan di atas
maka akan terjadinya mangkrak untuk pembangunan daerah.

Namun tidak bisa menghindari adanya kendala-kendala
yang menghambat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Jalan di Kabupaten Lahat. Sering terjadi dalam tahap perencanaan
dan pelaksanaan oleh BAPPEDA adanya kendala kendala dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten
Lahat, hal ini juga disampaaikan lebih lanjut Ibu Yulia Anisa, SE.,
MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, bahwa :

Adanya data tidak update, mereka itu tidak meng uptade

data seperti membuat data base tentang jalan mana saja

yang kondisinya bagus, parah dan sedang. Jadi hal itu
menyebabkan tidak memiliki data yang valid masalah
kondisi jalan. Maka dari itu yang membuat BAPPEDA
kesulitan dan harus melakukan survey terlebih dahulu
untuk memastikan itu. Lalu masalah yang kedua adalah
sumber pendanaan, karena masih sangat terbatas maka nya
kita masih perlu sumbangan dana dari luar seperti dari
provinsi dan APBN, lalu yang ketiga yaitu, tumpang tindih
dengan kegiatan dana desa karena dana desa ini tidak
memprioritaskan untuk pembangunan jalan karena mereka
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itu lebih dituntut kepada pemberdayaan jadi dana desa ini
tidak terlalu di prioritaskan.6?

Adanya permasalahan yang menghambat pembangunan
jalan yakni :
1. Adanya data yang kurang valid;
2. Keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat;
3. Adanya tumpang tindih dari kegiatan dana desa.

Maka dari ketiga hal diatas menjadi poin penting
permasalahan di Kabupaten Lahat dalam pembangunan jalan.
Namun setiap ada laporan akan di verifikasi oleh BAPPEDA.
Begitu juga dalam kewenangan dari BAPPEDA jika terdapat
Kerusakan pada jalan di Kabupaten Lahat maka BAPPEDA
melakukan penindakan hal ini disampaikan Ibu Yulia Anisa, SE.,
MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, bahwa :

BAPPEDA mengakomodir jalan-jalan rusak kemudian

memastikan bahwa usulan untuk perbaikan di masukan ke

SIPD (sitem informasi pembangunan daerah).3

Kerusakan jalan yang dirasakan masyarakat setempat sering
menyampaikan keluhan adanya kerusakan pada jalan oleh warga
atau dari Kepala Desa yang mengajukan protes terhadap jalan yang
rusak, hal ini dibenarkan oleh Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang
menjabat fungsional analis kebijakan, mengemukakan bahwa :

Sering sekali masyarakat yang berargumen dengan protes

karna jalan di desa mereka rusak atau belum diaspal. Protes

tersebut biasanya disampaiikan dengan kepala desa atau
sering sekali protes di media sosial yang memposting jalan
rusak.6*

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat merupakan
instansi yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan
Kabupaten Lahat. Agar terealisasinya pembangunan di daerah
maka BAPPEDA harus di tunjang dengan tiga faktor yakni

82 |bu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.
% |bu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.
% |bu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.
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koordinasi, parsipasi masyarakat yakni warga di Desa Seronggo
Kikim Timur, serta adanya komitmen pemerintah untuk
bersungguh-sungguh dalam membangun daerahnya. Namun
dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala
yang ada seperti adanya data yang kurang valid, keterbatasan
pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari
dana desa.

Selanjutnya pada tingkat desa yang merupakan hal yang
terpenting dalam pembangunan daerah diman penelitian ini
menyempitka permasalahan pada fungsi Bappeda terhadap
kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur, dimana penulis
melakukan wawancara langsung kepada kepala desa yaitu Bapak
Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim
Timur, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

Kondisi di Desa Seronggo Kikim Timur saat ini rusak
berat.6

Adaanya jalan rusak Perangkat Desa Seronggo Kikim Timur
dalam pembangunan jalan yang rusak telah melakukan upaya-
upaya, seperti yang di kemukan kepada kepala desa yaitu Bapak
Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim
Timur, beliau mengemukakan sebagai berikut :

Yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu = membuat

proposal dan diajukan ke pemerintah daerah serta mengajak

masyarakat untuk begotong royong membenarkan jalan.

Dalam hal pembangunan jalan yang rusak terdapat kendala
yang ditemui pemerintah Desa Seronggo Kikim Timur dalam
merealisasikan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Bapak Andi
Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur
menyatakan bahwa :

Kendala yang ditemui, pemerintah yang kurang peduli dan

tidak mendengar kan suara rakyat, pemerintah desa sering

mengajukan proposal perbaikan jalan tapi tidak pernah
tembus, terus terjadinya tumpang tindih antara dana desa

% Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
2022.

% Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
2022.
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dengan kabupaten karna yang bangun jalan desa itu
anggaran nya dari kabupaten bukan pakai dana desa.®”

Hasil wawancara kepada kepala desa bahwa memang
terdapat jalan yang rusak, dimana pihak desa sudah mengajukan
proposal untuk perbaikan jalan dan juga mengajak masyarakat
untuk gotong royong untuk memperbaiki jalan seadanya. Serta
lambatnya respon dari pemerintah Kabupaten Lahat dalam
merespon adanya jalan rusak di Desa Seronggo Kikim Timur.

Adanya kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur
yang dirasakan oleh masyarakat, maka melalui swadaya
masyarakat berpartisipasi terhadap rusaknya jalan dengan gotong
royong untuk memperbaiki jalan seadanya, hal ini dikemukan oleh
Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo
Kikim Timur menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat untuk memperbaiki jalan mereka ikut

serta gotong royong untuk memperbaiki jalan.¢8

Kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur tentunya
memiliki penyebab, sebab-sebab tersebut terjadi dikarenakan
beberapaa faktor seperti kondisi alam serta tidak adanya perbaikan
yang rutin dari pemerintah, hal ini di kemukakan lebih lanjut oleh
Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo
Kikim Timur menyatakan bahwa :

Penyebab rusak nya jalan dikarenakan kondisi alam, sering

dilewati dan memang tidak ada perbaikan dari

pemerintah.®

Kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur sangat
mempengaruhi perekonomian masyarakat di desa dari akibat
Kerusakan jalan, baik mempengaruhi kelancaran dalam hasil
pertanian serta lambatnya menyediakan ketersediaan bahan
pangan, dimana hal ini disampaikan Bapak Andi Agusman Jaya, S.

%7 Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
2022.

%8 Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
2022.

% Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
2022.
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A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur menyatakan bahwa

Akibat nya sulit menjual hasil pertanian dan langkahnya
ketersediaan bahan pangan.”?

Adanya kerusakan jalan di Desa Desa Seronggo Kikim

Timur, penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu
warga tentang kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur, yaitu
bapak Rico Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau
menjelaskan sebagai berikut :

Saat ini kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur
mengalami Kerusakan parah, seperti jalan-jalan berlobang
yang hingga saat ini belum juga diperbaiki, sehingga
mengakibatkan  terhambatnya  perjalanan baik itu
pengendara beroda dua atau pun beroda empat. Akibat
kerusakan itu, hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan
perjalanan bagi Warga Desa Seronggo kikim timur.”!

Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur tidak

terlepas peran warga sebagai pengguna jalan tersebut serta peran
dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Seronggo Kikim
Timur, bapak Rico Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur,
beliau mengemukakan bahwa :

Dalam peran pembangunan jalan warga memiliki hak untuk
menyampaikan keluhan mengenai pembangunan jalan yang
rusak,yang dapat mengganggu jalannya ativitas warga desa
setempat, oleh sebab itu warga berhak menyampaikan
aspirasi mereka kepada kepala Desa dengan berharap
perbaikan akan segera terlaksana dengan cepat supaya

memudahkan jalannya transportasi warga setempat dengan
baik.”2

2022.

2022.

2022.

® Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
™ Bapak Rico Setiawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret

2 Bapak Rico Setiawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
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Terdapatnya jalan rusak di Desa Seronggo Kikim Timur

maka masyarakat melakukan musyawarah bersama antara kepala
desa beserta perangkatnya, tokoh masyarakat serta warga untuk
berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan yang
mengalami kerusakan, hal ini dikemukakan bapak Apriansyah
warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa

Betul dalam hal ini tentu saja pemerintah desa setempat
selalu bermusyawarah bersama baik dari pemerintah desa
bersama warga wuntuk menyampaikan keluhan serta
pendapat dari kerusakan jalan. Hal ini memang kebiasan
untuk partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur
jalan, sehingga warga pun merasa ikut ambil adil dalam hal
pembenahan jalan yang rusak di desa ini.”3

Hal-hal yang menjadi keluhan terhadap Kerusakan pada

jalan di Desa Seronggo Kikim Timur yang di sampaikan oleh
bapak Apriansyah warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau
mengemukakan bahwa :

Kerusakan jalan yang hingga saat ini belum juga diperbaiki,
seperti rusak nya jalan akibat lubang-lubang yang hingga
saat ini belum ditimbun yang mengakibatkan lambatnya
transportasi perjalanan bagi warga setempat yang ingin
melakukan perjalanan . serta adanya jalan yang memang
beelum diaspal, sehingga berakibat pada aktivitas
keseharian warga salah satu dalam membawa hasil
pertanian.”4

Penyebab terjadinya Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo

Kikim Timur Kabupaten Lahat ini disebabkan berbagai faktor, hal
ini di kemukakan oleh bapak Gunawan warga Desa Seronggo
Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa:

Pertama, karena kondisi jalan yang sudah tua. Kedua,
kendaraan yang membawa muatan seperti Truk, yang

2022.

2022.

® Bapak Apriansyah, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret

™ Bapak Apriansyah, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret
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mengakibatkan jalan menipis karena beban truk yang berat,
maka dari itu hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan
pada jalan seperti berlobang nya jalan dimana-dimana yang
dapat meresahkan warga setempat saat berkendara.”

Jalan yang rusak dapat mengakibatkan terhambatnya
perekonomian masyarakat di Desa Seronggo Kikim Timur untuk
beraktivitas sehari-hari, serta mempengaruhi masyarakat untuk
membawa hasil pertanian, hal ini dibenarkan oleh bapak Rico
Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau
mengemukakan bahwa :

Jalan yang rusak di Desa ini sangat menghambat aktivitas
keseharian masyarakat untuk melewati jalan yang rusak,
dan susahnya para petani untuk membawa hasil tani
mereka. Oleh karna itu, seharusnya pemerintah desa dan
pemerintah kabupaten untuk melihat kondisi kami dan
segera untuk di benahi supaya memperlancar aktivitas
masyarakat di desa ini.”®

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat merupakan
instansi yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan
Kabupaten Lahat. Agar terealisasinya pembangunan di daerah
maka BAPPEDA harus di tunjang dengan tiga faktor yakni
koordinasi, parsipasi masyarakat yakni warga di Desa Seronggo
Kikim Timur, serta adanya komitmen pemerintah untuk
bersungguh-sungguh dalam membangun daerahnya. Begitu
halnya di desa bahwa memang terdapat jalan yang rusak, dimana
pihak desa sudah mengajukan proposal untuk perbaikan jalan dan
juga mengajak masyarakat untuk gotong royong untuk
memperbaiki jalan seadanya. Serta lambatnya respon dari
pemerintah Kabupaten Lahat dalam merespon adanya jalan rusak
di Desa Seronggo Kikim Timur.

7> Bapak Gunawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.
7 Bapak Gunawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.
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B. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Fungsi BAPPEDA Dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten
Lahat

Konsep pembangunan infrastruktur dalam figh siyasah
bersifat ~ menyeluruh. @ Berbeda  dengan = konsep-konsep
pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan
materi, tujuan pembangunan dalam figh siyasah lebih dari itu. Figh
siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya
hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh
karenanya, konsep pembangunan dalam figh siyasah dapat
dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan
masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam
pembangunan infrastruktur bagi kehidupan mereka. Islam
menunjukan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia,
yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan
maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan
manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada
kehendak dan bimbingannya. Oleh karena itu, agar pembangunan
dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus
dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan seperti yang telah dikemukakan di atas juga
sudah dibicarakan didalam potongan Alqur’an dijelaskan surat Ar-
Ra’d ayat 11 yang berbunyi :

u;ﬁyﬂ\u\&\f\wm@mg}@wwq&u
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Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya;
dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-
Ra’d : 11).

Tapsiran surat Ar-Ra’d ayat 11 menjelaskan sebagai berikut :
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Menurut At-Thabari, maksud ayat ini justru menjelaskan

bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah

tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali

mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab

perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan
kepada saudaranya sendiri.

os I3 b demiy BB e ((psk b b Y AN O) 083 Jw Jsk
oan shiasly (Lam agian WMoy I3 o (el Lo 1y ) = o0
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Artinya: “(Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
keadaan suatu kaum) yang berupa sehat sejahtera dan penuh
kenikmatan kemudian kenikmatan itu menjadi dibuang dan
dirusak oleh Allah, (sampai mereka mengubah sesuatu yang ada
para pribadi mereka) yaitu dengan sikap dzalim antar sesama dan
permusuhan terhadap orang lain”.7”

Ayat di atas menunjukkan bahwa hakikat setiap manusia itu
sebagai orang yang berhak mendapatkan kenikmatan penuh,
karena pada dasarnya mereka adalah suci sebagaimana dalam
surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

e o b ) o
Artinya: “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah
menciptakan manusia menurut fitrah itu” (QS Ar-Rum: 30).

Dalam hadits, Rasulullah bersabda:
ki Jo U5 53 44
Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” (HR
Bukhari).

Jika setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tentu dia
mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari

" Muhammad bin Jarir at-Thabari, Jami ‘ul Bayan fi ta’wilil Qu’an, (Muassasah
ar-Risalah; 2000, juz 16), h. 382.
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Allah. Perubahan status menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani adalah
andil orang tua atau dirinya sendiri. Berbeda dengan pemahaman
jika semua nasib orang itu buruk, untuk mendapatkan nasib yang
baik harus mengubahnya. Ini tidak sesuai dengan pemahaman
para ulama ahli tafsir.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan:
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Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan
sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri.” Dalam ayat ini Allah member tahu bahwa Ia
tidak mengubah suatu kaum sehingga ada salah satu di antara
mereka ada yang mengubahnya. Bisa jadi dari golongan mereka
sendiri, pengamat, atau faktor penyebab yang masih mempunyai
hubungan sebagaimana para pasukan yang dikalahkan pada saat
perang Uhud disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli
panah. Demikian pula contoh-contoh dalam syari’at.

Ayat ini tidak mempunyai arti bahwa kekalahan perang
Uhud murni disebabkan perilaku dosa seseorang, tapi terkadang
musibah-musibah itu turun disebabkan oleh dosanya orang lain
sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika ditanya salah seorang
“Wahai Rasul, apakah kita akan mengalami kehancuran sedangkan
di antara kita ada yang shalih?”

Jawab Nabi “Ya, jika ada banyak pelaku zinanya”.”8

® Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, (Darul Kutub al-
Mishriyyah: Kairo, 1964, juz 9), h. 294.
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Kedua tafsir tersebut, baik ath-Thabari maupun al-Qurthubi,
sepakat bahwa manusia pada dasarnya menerima anugerah
kenikmatan tapi perilaku manusia dapat mengubah kenikmatan itu
menjadi keburukan atau musibah. Hanya saja, Imam al-
Qurthubi berpendapat, faktor berkurangnya atau hilangnya
kenikmatan yang diterima hamba itu tidak tunggal. Menurutnya,
faktor itu bisa murni bersumber dari kesalahan hamba itu sendiri,
bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas
sekitarnya, sebagaimana terjadi pada perang Uhud. Pasukan
Muslimin pada perang Uhud kalah bukan lantaran kesalahan
semua pasukan, tapi ada kesalahan beberapa individu saja tapi
orang lain mendapatkan getahnya. Dengan bahasa lain, kesalahan
segelintir orang itu berdampak sistemik lalu menggoyahkan
kekuatan kelompok secara keseluruhan.

Maka dari tapsir ayat surat Ar-Ra’d ini jelas bahwa jika
suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha
terlebih daulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai
keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus
mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.
Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak
ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Badan  perencanaan dan  pembangunan  daerah
(BAPPEDA) merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah
yang diberikan tugas dalam menyusun perencanaan dan
mengendalikan pembangunan Daerah. Perencanaan pada azasnya
adalah proses penetapan sasaran (objektif) melalui pengambilan
keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan
misi suatu organisasi. Tujuan dapat dicapai melalui hasil yang
optimal di wilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah.
Keputusan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
dengan keterbatasan yang dimiliki.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam
sebuah pembangunan dalam kajian figh siyasah, sebelum
merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini
merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai
sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa
manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia
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kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk
selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Konsep pembangunan dalam figh siyasah  bersifat
menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain
yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan
pembangunan dalam figh siyasah lebih dari itu. Bagi figh siyasah
pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya
mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh
karenanya, konsep pembangunan dalam figh siyasah dapat
dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan
masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan, karena tanpa
terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses
pembangunan dalam pandangan figh siyasah tidak akan berarti
apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila
dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan figh
siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang
mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut
figh siyasah, yaitu:”®

Pertama, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT).
Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang
hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan
sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena
esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah
didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT.
Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya
untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid
dalam perencanaan pembangunan di kabupaten lahat
kecamatan kikim sudah sesuai dengan ajaran figh siyasah, yaitu
Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya
untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku
pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah,
juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi)
bertugas untuk memakmurkan bumi.

" Muhammad Igbal, Figh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,
(Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.
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Kedua, Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang
rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala
pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT.
Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-
sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian
kehidupan bersama. Dalam figh siyasah pelaksanaan fungsi
BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat
sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana setiap
menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya
dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

Ketiga, Khalifah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di
muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan
manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat,
sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep
pembangunan figh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan
mendudukkan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan
terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan
fungsi BAPPEDA dalam perencananaan pembangunan di Desa
Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sudah sesuai
dengan figh siyasah, karena pegawainya sudah menunjukkan
bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah
ayat 30 yang berbunyi :
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi”.

Konteks sistem BAPPEDA dalam pemerintahan Islam dapat
ditemukan bahwa Negara Islam yang dipimpin oleh Imam
(Khalifah), dimana untuk membantu menjalankan
pemerintahannya maka khalifah mengangkat seorang wazir
(pembantu khalifah) yang setara dengan mentri saat ini.
Selanjutnya khalifah juga mengangkat kepala daerah untuk
memimpin setiap wilayah kekuasaan khalifah yakni gubernur.
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Maka dalam hal ini BAPPEDA merupakan instansi pembantu di
wilayah kewenangan Gubernur. Maka dalam konteks Islam
pembangunan infrastruktur jalan di daerah adalah kewenangan
Gubernur untuk menciptakan kemaslahatan ummat di wilayah
tersebut.

Menurut Imam Al-Mawardi menyatakan :

Apabila imam (khalifah) mengangkat kepala daerah untuk
salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi ke dalam
dua bagian: ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat
khusus.80

Kepala daerah memiliki tugas dan fungsi serta wewenang
yang diberikan oleh khalifah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas
maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang
yang luas, tetapi dengan tugas terbatas. Tugas-tugas kepala daerah
meliputi tujuh aspek:

1. Menangani urusan militer, mengorganisasi kekuatan mereka
di segala aspek, dan menentukan gaji mereka, kecuali jika
gaji mereka telah ditentukan oleh imam (khalifah),
penentuan gaji oleh imam (khalifah) itulah yang berlaku;

2. Menangani urusan-urusan hukum dan mengangkat jaksa
dan hakim;

3. Menarik kharaj, memungut zakat, mengangkat petugas
kharaj dan zakat, dan menentukan orang-orang yang berhak
menerimanya;

4. Melindungi agama dan memurnikan ajarannya, serta
memeliharanya dari segala bentuk penyimpangan dan
penyelewengan;

5. Menegakkan hudud terkait dengan hak-hak Allah maupun
hak-hak manusia.

6. Menjadi imam dalam shalat jumat dan shalat-shalat
berjamaah. Dalam hal ini, ia sendiri yang bertindak sebagai
imam atau menugaskan orang lain untuk mewakilinya.

7. Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau
nonwarganya yang hendak menunaikan ibadah haji

8 |mam al-mawardi, Al-Ahkam Ash-Sultthaniyah : Sistem Pemerintahan
Khilafah Islam, (Jakarta : 2020), h. 59.
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sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan
lancar.81

Ketujuh poin diatas menjelaskan khalifah dapat
membagikan sebagian kewenangannya untuk wummat di daerah
yang di pimpin oleh kepala daerah (Gubernur) tersebut, untuk
membangun fasilitas apapun termasuk membangun jalan bagi
masyarakat seperti pada poin ketujuh.

Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau
nonwarganya yang hendak menunaikan ibadah haji sehingga
mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Maka pada
poin ketujuh dapat kita giyas-kan atau samakan dengan keadaan
saat ini bahwa daerah yang memiliki otonomi untuk membangun
daerahnya sendiri melalui BAPPEDA untuk merencanakan fasilitas
terutama jalan untuk masyarakat umum. Maka ini dapat dijadikan
landasan serta kaidah yang mendasari akan memang instansi
BAPPEDA merupakan buah hasil dari kewenangan pemerintah
daerah untuk melayani masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada
beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti
ketergantungan dana dari pusat menyebabkan terhambatnya
Pembangunan Daerah, adanya data yang kurang valid,
keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang
tindih dari dana desa. Dalam pandangan figh siyasah dimana untuk
hal pembangunan infrastruktur ini merupakan kajian siyasah
tanfidziyyah, kajian tentang hak dan kewajiban pemimpin beserta
jajarannya  untuk melayani ummat demi menciptakan
kemaslahatan ummat.

Kualitas sumber daya manusia Bappeda sangat menetukan
tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Disinilah letak
fungsi dan peran pememrintah daerah sebagai “manajer dan
pelayanan” pembangunan harus mampu memetakan semua
potensi Sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk
dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan
kebahagian bagi masyarakat. Artinya pemerintah daerah memliki
wewenang penuh untuk mendorong lajunya pembangunan

8 |mam al-mawardi, Al-Ahkam Ash-Sultthaniyah..., h. 60.
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Bersama Bappeda dalam menciptakan infrastruktur terutama jalan
untuk menciptakan kemaslahatan umat. Inilah yang dikatakan
Siyasah tanfidziyyah tenang tata kerja pemerintahan oleh lembaga
eksekutif. Pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk melihat
perkembangan dan kemajuan pekerjaan sebagai suatu implemntasi
pemerintah daerah. Kenyamanan masyarakat dalam penggunaan
jalam menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dapat
menjaga keselamatan pengguna jalan dari kecelakaan saat
berkendara.

Oleh karna itu, kedepannya pemerintah dalam pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih memperhatikan
aspirasi-aspirasi masyarakat agar dapat merasakan pembangunan
khususnya jalan yang bagus demi menompang kehidupan
masyarakat. Namun nyatanya saat ini masih jauh dari harapan
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tidak
terealisasi dengan baik. Maka masalah pembangunan infrastruktur
jalan ini bisa lebih baik jika setiap instansi pemerintah daerah
secara vertikal bekerjasama serta saling koordinasi sampai ke Desa
untuk menunjau jalan-jalan yang rusak seperti di Desa Seronggo
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian “Fungsi Bappeda Dalam

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Figh

Siyasah (Studi Di Kabupaten Lahat)”, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan
Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat berjalan
sebagaimana fungsinya dimana BAPPEDA pejabat yang
membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan
daerah salah satunya termasuk infrastruktur jalan di
Kabupaten Lahat. namun dalam prakteknya terdapat kendala
yang menghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti
adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di
Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa.

2. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Fungsi BAPPEDA Dalam
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten
Lahat dimana Figh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh
manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu
kesejahteraan umat. Maka konsep pembangunan dalam figh
siyasah merupakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh
lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia
seutuhnya. Konsep pembangunan dalam figh siyasah bersifat
menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan
lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik
dan materi, tujuan pembangunan dalam figh siyasah lebih dari
itu. Bagi figh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh
manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu:
kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan
dalam figh siyasash dapat dikatakan sebagai usaha
pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk
mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah
diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam

81
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perencanaan pembangunan jalan di Desa Seronggo Kecamatan

Kikim Timur Kabupaten Lahat yang lebih baik, penulis ingin

memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa  pemerintah dalam  pelaksanaan
Perencanaan =~ Pembangunan  Daerah  sebaiknya lebih
memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat
dapat merasakan pembangunan khususnya jalan yang bagus
demi menompang kehidupan masyarakat. Oleh karna itu,
perlu adanya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta
tepat sasaran.

2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah
serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lahat supaya
meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal
di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi
pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Untuk pejabat Desa Seronggo Timur harus berusaha dalam
mendapatkan perbaikan jalan dari Kabupaten dengan tetap
mengusulkan proposal untuk perbaikan jalan.
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